 SALINAN

BUPATI KARANGANY AR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR B
NOMOR 31 TAHUN 2020 o

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR:. S

~NOMOR 101 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN .
ANGGARAN PENDAPATAN DAN. BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020 R
DENGAN RAHMA'I‘ TUHAN YANG MAHA ESA B

BUPATI KARAN GANYAR

e Menlmbang E a.'bahwa sehubungan dengan merebaknya wabah Corona S

- Virus . Disease = 2019 ~ (Covid-19) di Kabupaten
' f-Karanganyar, dlperlukan adanya- respon. tanggap - dari

L Pemerintah = Daerah Kabupaten Karanganyar B untuk o

- mehndung1 kesehatan dan keselamatan Jiwa;

 " B b bahwa dalam rangka merespon pandemi Covid-19 dl' o

o _wilayah Kabupaten Karanganyar terhadap kesehatan dan

: {jbkeselamatan jiwa .perlu dilakukan . penyesuaian -

T - penggunaan Dana Insentlf Daerah Tahun Anggaran 2020;. -

'-.:vc;'bahwa dalam rangka penanganan  terhadap kondlsl_‘: -

~ - ekonomi masyarakat . terdampak = wabah Cov1d 19 di
. wilayah Kabupaten Karanganyar, maka kegiatan Fasilitasi
 Pengendalian Inflasi Daerah pada Sekretariat Daerah dan

- kegiatan Reses pada Sekretarlat Dewan perlu dllakukan o

- penyesua1an

© . d.bahwa sesuai- 1nstruksx dar1 Pemermtah Pusat terkait

la.rangan mudlk bagi para perantau, maka keglatan P
. “Pelayanan 'Angkutan Mudik Labaran pada Dlnas_v S
o " Perhubungan perlu untuk dxubah o
- e. bahwa berdasarkan ketentuan formulir dan buku yang e
. digunakan. dalam = administrasi ~ kependudukan,

Pemerintah - Daerah tidak diperbolehkan melakukan

pengadaan b]angko Kartu Keluarga dan Akta-akta
~ Pencatatan Sipil, maka kegiatan Kegiatan Pelayanan K
Administrasi Kependudukan yang bersumber dari DAK

Tahun 2020 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan o

Slpll perlu untuk dlsesualkan S



f

bahwa guna ketertlban adm1n1stras1 dan kelancaran o

-  pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang bersumber dari DID
.~ Tahun 2020 pada Dinas Kesehatan, kegiatan Fasilitasi -

Pengendahan Inflasi Daerah pada Sekretariat Daerah,

“kegiatan = kegiatan Reses pada Sekretariat Dewan,

- kegiatan Pelayanan Angkutan Mudik Labaran pada Dinas
- Perhubungan, dan Kegiatan Pelaya.nan Admlnlstra31
- Kependudukan yang bersumber dari DAK Tahun 2020
- pada Dinas.Kependudukan dan_ Pencatatan Sipil, maka
~ Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019
' tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah =~
 beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan = °
. Kedua Atas Peraturan ‘Bupati Karanganyar Nomor 101
- Tahun 2019 tentang Penjabaran: Anggaran Pendapatan' ,f
- dan BelanJa Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu diubah; " - _
. g bahwa “berdasarkan : pertimbangan sebagalmana SRR
' dlmaksud huruf a, b, ¢ dan d di atas perlu menetapkan

Peraturan Bupat1 tentang Perubahan' Ketiga atas
‘Peraturan Bupati Karanganyar: Nomor 101 ‘Tahun 2019

~ tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja.: B

Daerah Tahun Anggaran 2020

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 v tentang’;‘,[ﬂ‘
- Pembentukan Dacrah daerah - Kabupaten dalam_ o

‘Lingkungan Provinsi J awa Tengah

. Undang-Undang Nomor 17- ’I‘ahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia
“Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara .

Republik Indonesia Nomor. 4286),

. Undang-Undang Nomor 1 'I‘ahun . 2004 tentang» -

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaranv -
' Negara Republik Indonesia Nomor 4355), ) - e

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Slstemﬂ o

~ Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara' '

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan] -
Lembaran Negara Republik Indone31a Nomor 4421); '

. Undang-Undang Nomor 33 “Tahun 2004 tentarig'

Perimbangan Keuangan antara Pemermtah Pusat dan -

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran-
_ Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ~

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PaJak'
Daerah dan Retrlbus1 ' Daerah (Lembaran ‘Negara

-~ Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan o
,.'..V.Lernbaran Negara Repubhk Indonema Nomor 5049}, S



7

Undang—Undang Nomor? 23 Tahun 2014 tentang

~~ Pemerintahan Daerah = (Lembaran Negara - ‘Republik
o Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran - -
Negara Republik Indone31a Nomor :5587), sebageuma.nafE

" telah - diubah beberapa ~kali - terakhir dengan

- Undang—Undang Nomor . 9 . Tahun 2015 tentangv B

_ Perubahan Kedua atas Undang—undang Nomor 23

o Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran" o

- Negara . Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan - Lembaran Negara Repubhk Indonesm-' -
- Nomor 5679); . : ST

.. Peraturan Pemenntah Pengant1 Undang—Undang Nomor 1 ,

Tahun 2020 tentang Kebljakan ‘Keuangan Negara dan.:f

- Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona" -
- Virus Disease 2019; e TR
. Peraturan Pemermtah Nomor 23 Tahun 2005 tentang o
Pengelolaan _ Keuangan " Badan Layanan Umum

. {Lembaran Negara Republlk Indone31a ‘Tahun 2005

‘Nomor : 48, Tambahan Lembaran Negara Repubhk' : o
- - Indonesia  Nomor 4502), sebagalmana telah - diubah
' dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun . 2012 .

£ tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

-~ Tahun 2005 tentang - Pengelolaan Keuangan Badan ':v -‘
" Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indone31a_

~ Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara. _
 Republik Indonesia  Nomor 5340); .

. Dana Perimbangan (Lembaran - Negara Republik

Peraturan- Pernenntah ‘Nomor 55 Tahun 2005 tcntangv

. Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbahan Lembaran

L Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11, .
o Pelaporan Keuangan -dan Kinerja Instansi Pemerintah =

Peraturan Pemerintah. Nomor 8 Tahun 2006 tentang |

(Lembaran Negara Republik ‘Indonesia Tahun 2006

| Nomor = 25, Tambahan Lembaran Negara Repubhk'
' 'Indonesia Nomor 4614); | .
12,

Peraturan Pemerintah meor 71 Tahun 20 10 tentang"

- Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

" Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan“
- . Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor 5165); -
- 13.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentarig

- Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran o

1.,

" Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14.
- Hak Keuangan dan Administrasi- P1mp1nan dan Anggota
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2017.Nomor 106, Tambahan _
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) .
Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2019 tentang .
" Pengelolaan = Keuangan Daerah (Lembaran Negara -

Peraturan Pemerintah Nomor. 18 Tahun 2017 tentangv |

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan" .

Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomor 6322),_ S
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Peraturan Pemenntah Nomor 21 Tahun 2020 tentang : o

' Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka

- Percepatan Penanganan Corona ‘Virus D1sease 2019'5"” R

~ (COVID-19);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentangw _
. Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan =~
R v:Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

. Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah

v”_»'dlubah ‘dengan Peraturan - Presiden = Nomor 75

“Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden : v
"~ Nomor 32 Tahun 2014 ‘tentang  Pengelolaan dan =

| »Pernanfaatan Dana Kapitasi . Jaminan Kesehatan

- Nasional pada Fasﬂltas Kesehatan ngkat Pertama Mxhk'-‘ |
D Pemermtah Daerah; - ' -

.‘.Keputusan Presxden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
. Tugas Percepatan Penanganan Corona Vlrus Dlsease_ R
2019 (COVID-19); ~ - -
Peraturan‘ Menteri Dalam Negen Nomor 13 'I‘ahun 2006
tentang - Pedoman: Pengelolaan - Keuangan Daerah,
_ -sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan &=
o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1
o 'vtentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam .
- Negeri- Nomor -13  Tahun 2006 tentang Pedornan' e
o ’Pengelolaan Keuangan Daerah;
.20,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 ’I‘ahun 201 1 ‘

. tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
' yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja .

~ Daerah, 1 ‘sebagaimana telah - diubah beberapa kali

| *ffz'terakhlr dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
~ Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat -

21,

atas - Peraturan Menten ~Dalam - Negeri- Nomor : 32

 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan =
' Bantuan- l Sosial . yang Bersumber v dan Anggaran' -

’Pendapatan dan Belanja Daerah;’ R
'Peraturan Menteri Dalam. Negerl Nomor 33 ’I‘ahun 20 19 LT

- tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan' )

22

- Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 109 Tahun 2019 .
o tentang Formulir dan Buku yang Dlgunakan dalam

_ Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berlta' ’

- 2s.

o4

25.

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/ PMK.07/2020 S
. 'tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, v x
Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun = -

Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Coronav, _
Virus Disease 2019 (COVID-19);- .

Peraturan Daerah Provinsi Jawa. Tengah Nomor 17
“Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Be,lan;a”
- Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
'Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019
~ tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja‘
~ Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;



Menetapkan '

. 26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang
‘Perubahan Atas Perubahan Daerah = Kabupaten
Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);

- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21

Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);

' 28. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 20 19

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah - Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
Nomor 20);

29, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 30 Tahun 2020

tentang Pedoman Pengutamaan Penggunaan Alokasi
Anggaran Untuk Perubahan Alokasi, dan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam
Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19)(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar
Than 2020 Nomor 30) v

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 101

- TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
- PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2020.

Pasal 1

~ Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar

Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019
Nomor 101) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
'I‘ahun Anggaran 2020 dlubah sebaga1 berikut :




1. Ketentuan Larnpn'an 1. dlubah sehmgga berbuny1 L
sebagaimana tersebut dalam Lamplran I Peraturan ini. =~
‘Ketentuan Lampiran ‘1.1 diubah, " sehingga berbuny1 ‘
_ sebaga1mana tersebut dalam Lampxran II. I Peraturan ini.. -
Ketentuan Lampiran 1.2 diubah, sehlngga berbunyl R
sebagalmana tersebut dalam Lampiran 1.2 Peraturan ini.. -~~~
. Ketentuan Lampiran 1.3 diubah, sehingga berbunyl',i L
- sebagaimana tersebut dalam Lamp1ran IL.3 Peraturan ini.:: =
‘Ketentuan Lampiran 11.4 diubah, sehi ngga . berbunyl’ R
‘sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1.4 Peraturan ini.": = &
Ketentuan Lampiran II. 5 diubah, sehingga berbunyl“ :
- sebagaimana tersebut dalam Larnplran I1.3 Peraturan ini.:*
Ketentuan Lampiran 116 diubah, sehingga berbuny1 -
PR sebagalmana tersebut dalam Lampiran 11.6 Peraturan ini.’.
' 8. Ketentuan Lampiran I1.7 diubah, sehjngga berbunylﬂ o

' asebagalmana tersebut dalarn Lamplran II 7 Peraturan ini,:

.Q'].‘

O R : Pasal i : TR
= ‘._Peraturan Bupat1 mula1 berlaku pada : tanggal' R
. ‘dlundangkan R T R P S R

,ngar set1ap ~orang mengetahumYa, memermtahkani‘ ‘, "
- pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya' o
- dalam Berita Daerah Kabup_aten Karanganyar. L

 Ditetapkan di Karanganyar .
 pada tanggal 2 April 2020

S BUPATI KARANGANYAR,
- TTD - )

‘ :_JULIYATMONO
- D1undangkan di Karanganyar
- padatanggal . IR SR S
N SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR o
R SUTARNO

o ~ BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NO MOR_'SI: S "

| Sahnan sesuai dengan aslmya e .v
“SEKRETARIS DAERAH =
:KABUPA’I‘EN KARANGANYAR‘ L




